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Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud denqz n : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat: 
2. Pemerintah C'aerah adalah Bupati dan Perangkal Daera'1 sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Bupati adalat, Bupati Pakpak Bharat: 

Pasal 1 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT NDUMA PAKPAK 
BHARAT MELALUI FERBANKAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nnrnor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang lfomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Norn or 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611 ): 

3. Undang-U'ldang lfomor 9 T'3hun 2003 lantang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak eharat dan Kabupaten Humbanq Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
t~egara Republik Indonesia Tahun 2003 No,nor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4272): 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200:'. tentang Keuanqan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahur. 2C03 Nomor 47, Tarnbahun Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar. Neqara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk tndones.a Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terrtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lodones'a Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negan Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebagalmana tslah dlubah dengan Undang-U,dang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pen3ganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndanJ-Undang (Lembaran 
Negara ReoubliK lndones.a Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

7. Peraturan Pernerlntah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pemblnaan Koperasl dan 
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran N~ara Republlk Indonesia l\omor 3743); 

8. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daenh; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pengesahan Akta 
Pendlrlan danPerubahan Anggaran Dasar Koperasi (Le:nbaran Oaerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 200G Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21 ); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan, 
Organlsasi dan Tcr.a Kerja Perangkat Daerah l<at.,upaten Pakpak Bharet (Lembaren Daerah 
Kabupaten Pakpax Bharat 1 ahun 2007 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Nomor 32); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran rendaµatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Nomor 54); 

MenQingat 

a. bahwa untuk rne"1d'Jron',I turnbuhnya perekoncmian rakyat yang kuat dan mandiri perlu didukung 
dengan fasilit1s perrnodalan melalui perbankan: 

b. bahwa untuk mernenunl rnaksud pada point ·a· diatas, dipandang pertu menetapkan Peraturan 
Bupati Pakpak Bhar3\ tr,ntang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Ndurna Pakpak Bharat melalui 
Perbankan. 

Menimbang 

BIJPATI PAKPAK BHARAT, 

PETUN.JUK 1EKNIS PENYALURAN KREDIT NDUMA 
PAKPAK BHHR.AT MELALUI PERBANKAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT 
NCMOR 7 TAHUN 2008 

NO. 7, 2008 

SERITA DAERAH 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
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BAB rv 
KRITERIA PENERIMA KREOrT 

Pasal4 

(1) Kriteria masyarakat yang dapat menerima KNPB ini adalah : 
a. memlliki usaha di sektor pertanian. sektor in1ustri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan; 
b. sektor pertanlan wajlb memlllkl lahan minimal 0,5 ha yang akan dljadlkan ~ebagal agunan; 
c. sektor lnduatr1 kecil den kere;lnan rakyat wajlb memillkl ljln lndustri; 
d. sektor perdegangan wajlb memllikl Surat ij!n'-Usaha Per:Jagungan (SIUP) dan Tanda Oanar Peruaehaan (TOP): 

(2) Kriteria koperasl yang dlberikan kredit pembiayaan usaha adalah: 
a. berbadan hukum; 
b. pengurus koperasi aktif; 
c. melaksanakan admlnistrnl dan pernbukuan secara balk sesuel dengan plinslp-prinslp admlnistrasi koperasl; 
d. menerlma dan memberdayakan manajer koperasi terdidik yang akan ditempatkan pada koperasi tersebut. 

(3) Berdomisili dan melakukan keglatan usaha di wilavah Kc.bupaten Pakpak Bharat. 

.,· 

., 
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BAB Ill 

SAS ARAN 

Pasal3 

Sasara, pembiayaan pada Peraturan Bupati in, adalah pengusaha di sektcr pertanlan, sekto· industri kecil, sektor kerajlnan rakyat, 
sektor perdaganga'l dan koperasi yang dinil?t lavak clan berpotensi untuk mengembangkan usahar.ya tetapi mengalami kesulitan 
medal. 

Pasal 2 

Tujuan pernbrayaan modal usaha melalui perbankan a ialah untuk: 
1. Mengembangkan kegiatan usana disektcr ,,er1anian. sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan 

koperaei. 
2. ~eni;ig'<atkan kegiatan pernberdayaan masyarakat terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, sehingga 

mampu dan dapat berperan m&ndorong per..bangunan ekonomi rakya'. 
3. Menin£katkan pcndapatan dan kesejahteraan k ~luarga. 
4. Memudahkan masyarakat mengemh,mgk,m osar-a pada sektor pertanian, s~:ctor lndustri kecll, sektor kerajlnan rakyat, sektor 

perdagangan dan koperasi dalam memperoleh permodalan untuk membiayai usahanya. 

BABII 

TUJUAN 

4. Kredit Ndurna Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat dengan KNPB adalah suatu fasilitasi kredit yang memakal agunan 
dengan angsuran tetap dengan Jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun yang diberikan kepada perorangan dan koperasi untuk 
memberr:layakan usaha yar,g berusaha di sektor pertanian, sektor industri kecil dan kerajinan rakyat, seictor perdagangan dan 
koperasi dalam rangka meningkatkar, kernarnpuan untuk mengembangkan usahanya; 

5. Perbani<an adalah Bank Sumut Capem Salak; 
6. Lembaqa Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM adalah LSM Forum Peduli Pembangunan Pakpak Bharat 

selanjutnya disebut FP38; 
7. nrn Teknis adalah POKJANIS yang bertugas rnencevaluasi secara teknis perrnohonan KNPB; 
8. nm Pelaksana adalah POKJANIS yang bertugas melaksanakan proses rekomendasl yang akan diberikan kepada pemohon 

kredit; 
9. Tim Penqawas adalah POKJANIS yang bertugas melakukan pengawasan alas penyaluran KNPB; 
10. Sekretariat adalah Sekretariat POK.JANIS yang bertugas rnempurslapkan administrasi yang diperfukan dalam kegiatan KNPB 

ini; 
11. Koperasi adalah Sadan Usaha yang beranggotakan orang perorang dan atau badan hukum koperasl dengan melandaskan 

ke£iatannya berdasarkan plinsip-pr.nsip koperasi dan azas kekeluargaan: 
12. Sektor Pertanlan adalah kegiatan pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan 

rakyat (khususnya untuk peningkatan produksi), perikanan dan peternakan yang bertujuan meningkatl<an perekonomian 
rakyat yang pada akhlrnya berdarnpak pada peningkatan kesejahteraan rakyat; 

13. lndustri Kecll dan Kerajinan Rakyat adalah r.egiatan ekonomi ya'lg usahanya bergera'< dibldang pengadaan bahan baku, 
proses produksl dan pemasaran oengan menerapkan keterampllan teknis dan manajemen guna menghasilkan barang-barang 
yang dibutuhkan masyarakat dengan investasi maksimal Rp. 200.000.CX>O,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunar yang ditempati; 

14. Perdagangan adalah kegiatan ekonoml yang kegiat;in usahanya berupa penqadaan barang setengah jadi/barang jadl, proses 
pembungkusan atau pengepakan, d'stribusl dan pemasaran dengan menerapkan plinsip-prinslp ekonomi guna memperoleh 
nilai tambah atau margin yang wajar dengan in·1pstasi maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus Ju':a rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan yang ditempati: 

15. Kelompok Kerja Teknls dlslngkat POK.JANIS adalah kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat, 
bekerja urrtuk memfasllltasl penyeluran KNPB dengen melekukan koordlnasl, monitoring, pengeeekan data ko_nkrtt di lapangan 
dan evaluasi pelaksanaan program KNPB dengan instansi lembaga terkait untuk kebertiasilan dan kemajuan usaha yang 
dibidangi; 

16. Agunan adalah bends tidak bergerak yang merupakan jaminan atas pinjaman yang diterima. 

------,-----~-----------------------~----·------·=··~---·- 
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BABVI 

ME.KANIS ME '.,ELEKSI DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

(1) Dalam rnelaksanakan seleksi dan penqawasan POKJANJS melaksanakan pengkajlan te:-hadap permohonan masyarakat dan 
koperasi yang 'll<an menerima kredit. 

(2) Prosedi rr seleksi sebagaimana dlrnakcud pad a ayat (1) dilakukan dengan tahapan-tahapan seb-1gai berikut : 
a. me,'lginventarisasl usaha pemohcn yang d!koordin!r oleh Tim ""."ak,,ls Pokjariis; 
b. mar,gevalunl kelayakan usaha pernohor, untuk 11enerima kredlt; 
c. lnvemarisasl dan evaluasl sebagalmana dtr.taksud pada point a dan b mellputl: 

luas lahan 
letaK lahan 

8.)gi-an Keempat 
Janqka Waktu Kredit 

Pasal8 

(1) Jangka Hllktu kredlt usah:a pertamao dan krperasi ·naksimal 2 (dua) tat.un. 

:2) Jangka waktu kredit usaha industli kecil oan µerclagangan maksimal 1 (satu) tahun. 

j 
'' : ! 

! 
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Prosedur pemberian '.<NPB adalah sebagai terikul : 
(1 i Permohonan kredit bermeterai Rp. 6.000.- diajukan secara tertulis kepada Pokjanis Pakpa'c Bharat dibuat rangkap 3 (tiga). 
(2) Lapiran permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebiigai berikut : 

A. Usaha sektor pertanian. sek1or industri kecil dan kerajinan rakyat dan sektor perdagangan : 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah Pakpak Bharat yang dilegalisir; 
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa; 
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih oerlaku; 
4. Surat Keterangan kepemilikan lahan yang ditandatangani oeh Kepala Desa dan dlketahui oleh Camat setempat: 
5. Fotocopy !Jin lndustri bagi usaha industri; 
6. r'otocopy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha perdagangan. 

B. Koperasi : 
1. Berbadan Hukum; 
2. Pengurus koperasi aktif; 
3. Melaksanakan administrasi ca-i pe:nbukuan secara t:.aik sesuai dengan p<insip-prinsip administrasi koperasi: 
4. Menerima dan memberdayakan manajer koperasi terdidik yang akan ditempatkan pads koperasl tersebut; 
5. Surat pernyataan darl pengurus koperasi tentang kesanggupan untuk mengelola dan mengemballkan kredlt; 
6. Surat pemyataan pP.ngur~ bahwa kredit yang ditertrna wajib disalurkan kepada anggota dengan melampirkan 

dafter nama anggota koperasi c tlon penerima kredit. 
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(1) Plafon dana yang akan disalurkan adalah Rp. 3,4 Milyar terdiri dari : 
a. usaha di sek1or pertanian, sek1or industri kecll. sek1or kerajinan rakyat. sektor perdagangan sebesar Rp. 3 Mllyar: 
b. koperasi di 8 (delapan) kecamatan sebesar Rp. 400 juta; 
c. perbandlngan dana untuk sektor usaha pertanlan dan sektor industri keel!, sektor kerajlnan rakyat, sektor perdagangan 

adalah 3 : 1 (sebesar Rp. 2.250.000.000,- untuk sektor pertanian dan Rp. 750.0CXl.OOO.- untuk sektor industri kecil, sektor 
kerajinan rakyat dan setctor perdagangan); 

(2) Besarnya KNPB adalah sebagal berikut: 
a. usaha pertanian dan sek1or industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan makslmal sebesar Rp. 5 juta per 

keluarga; 
b. koperasi maksimal sebesar Rp. 50 juta. 

(3) Besarnya Kredit usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rekomendasi Pokjanis sesuai dengan 
Rekomcndasi Tim Teknis. 

(4) Persetujuan kredit didasarkan pada pertimbangan-nertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasa' 4 Peraturan ini. 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Plrfond dan Besar Kredit 
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Pasal 5 

Sumber pembiayaan usaha di sektor pertanian, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan koperasi 
merupaxan krPdit usaha bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah iAPAD) Kabupaten Pakpak Bharat. 

Bagian Pcrtama 
Sumber Dana 

BABV 

SUMSER DANA, ?LAFOND DAN BESAR KREDIT, 
PROSE DUR KREDIT DAN JANGKA WAKTU 



(1) Apabila pcmlnjam menunggak any:,uran xred t leblh darl 3 (tlga) kali masa engsunm secara berturut-tu,ut, make plhak Bank 
harus ber.an3gungjawab untuk nelak5,mar.an penaqlhan keapada penunggak yang dldukung oleh Pokjanis. 

Pasal 14 

BABX 

SANKS I 

BABIX 

RA?AT POKJANIS 

Pasal 13 

Guna terctptanya koordinasi yang balk da!am penyaluran KNPB, maka Pokjanls akan rnelasanakan rapat sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam sebulan yaitu pada minggu pertama setiap bulan. 

(2) Susunan keanggotaan Pokjanls sebaqarrnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

a. Pembina; 
b, Penoarah: 
c. Penanggungjawab: 
d. Sekretaris; 
e. Tim Teknis; 
f. Tim Pelaksana; 
g. Tim Pengawas; 
h. SekrP.tariat. 

(1) Susunan keanggotaen Pokjanis terdin dari : 

Bagian Kedua 
Susunan Keanggotaan Pokjaris 

Pasal 12 

Bagian Pertama 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 11 

(1) Tugas pokok dan fungsi kelompok kerja teknis adalah melakukan pengkajian dan penelitian berkas permohonan kredit yang 
diusulka,1 masyarakat dan atau koperasi. 

(2) Untuk kegiatan pembiayaan usaha sektor pertanien, sektor industri kecil, sektor kerajinan rakyat, sektor perdagangan dan 
koperasi, lebih Janjut ditetapkan d .. Jam Keputusan Bupati. 

BAB Vil~ 

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
::iUSUNAI'. KELOMPOK KERJA TEKNIS 

Pasal 10 

Penerima kredit seb.3£aimana dimaksud pada Pasal 4 diwajibkan untuk : 
a. rnelaksanakan keglatan usahanve sesuai dengan rencana usaha yc1ng lelah disetujui dalam permohonan pengajuan kredit; 
b. koperasi penerima kredil melakukan pencatatan pembukuan denqan icrtib sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi; 
c. pernohon yang berusaha di sektor pe:tanian 0iwajibkan membayar pin_iaman pokok secara tepat waktu terhitung sejak bulan 

keenam setelah pembiayaan kredit direalisasilcan: 
d. pernoho-i yang berusaha di sektor perdag«ngan dan industri kecit wajil.J membayar plnjaman pokok secara tepat waktu mulai 

1 (satu) bulan setelah kredit diterima. 

BABVII 

KEWAJIBAN PENERIMA KREDIT 

komoditi yang akan ditanam 
masa tanam dan panen 
prospek usaha 
lenaga kerja 

d. berdusartran evaluasi sebagaimana dimaksurl point a, b dan c, Tim Teknis memberikan rekomendasi terhadap besarnya 
krecit yang diajukan pemohc.r: 

e. selanjutnya rekomendasi Tim Feknis akan diteliti dan di cross eek oleh Tim Pelaksana; 
f. apeblla Tim Pelaksana menilai lavak permohoan kredit maka akan diusulkan kepada penanggungjawab untuk 

menerbikan rekomendasi kredit ke Bank Sumut Capem Salak; 
g. rekomendasi dimaksud pada hurut T '1itan,.,aJangani oleh Penanpjunqjawab dan Sekretaris atas nama POK.JANIS; 
h. Bank Sumut Capem Salak akan rnelakukan r zalisasi kredit sesuai dengan r.asil rekornendasl Poi<janis. 

(3) Pengawa:lan dan pelaksanean penyelurar pembiayaan kredit usahe sektor pertanlan, sektor indus!ri kecil, sektor kerajinan 
rakyat, sektor pe•daga;igan dan xoper=si dirnorutor oleh Tim Pengawas Pokjanis Pakpak Bharat. 

--------------------.-.----.~ ..... ,..,,..,_ .... ,.. . ....,,_ .. ¥....,.,, ... ·w~·.,·•'-"·•~·-.- .. ··"-:u-·""<""' "':_"'.'_~: .. _-"'_."'-""-"":""":"'"'""''-~ ...... o"-'·1 ... · ---•,...;r· ... y;o,• ,........, _ 
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SERITA DAERAH KABLJPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008 

NOMOR 7 

GANDI WARTA MANI'< 

clto. 

Diudangl-an di Salak 
pada tanggal 1 o April 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PI-\KPAK 81-1~'.RAT 

Y. MAKMUR BERASA 

ctto. 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 9 April 2008 

BUPATI PAKPAK BHARAT. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati inl mulai ber1aku sejak targgal dtundangkan. 

Agar setiap orar,g dapat mengetahui, memerintahkan pengundangar. peraturan ini dengan penernpatannva dalam Berita Daerah 
Kabupaten Paxpak Bharat. 

BABXII 

KETENTUAN PENUTUP 

BABXI 

PENGEMBAUAr,. DANA BERGULIR OLEH BANK 

Pasal 15 

Dana bergulir untuk masyarakat yang diinvestasikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui perbankan, setelah berakhir 
masa kerjasama dan penyaluran kredit rnzka dana tersebu1 wajib dlsetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

0 

(2) ApRbila petninjam tidak mampu rr.embayar tunggakannya setelah dilakukan penagihan, maka pihak Bank bersama-sarna 
dengan Pokjanls dapat menyita agunan sesuai dengan surat perjanjian kredit dan pemyataan peminjam serta surat kuasa 
menjual agunan yang telah ditandatangani. 
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